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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. 

Konsumen memerlukan barang dan jasa dari pelaku usaha guna memenuhi 

keperluannya. Sementara pelaku usaha melakukan kegiatan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga kedua belah pihak saling memperoleh 

manfaat dan keuntungan. Namun dalam praktek seringkali konsumen dirugikan 

oleh pelaku usaha yang tidak jujur, nakal, yang ditinjau dari aspek hukum 

merupakan tindak pelanggaran hukum.
1
  

Akibatnya, konsumen menerima barang dan atau jasa yang berkualitas 

rendah namun harganya tinggi. Di sisi lain, karena ketidaktahuan, ketidaksadaran 

konsumen akan haknya sebagai konsumen, maka konsumen menjadi korban dari 

pelaku usaha yang culas.
2 

Oleh karena itulah guna melindungi dan 

menumbuhkembangkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang No.8 tahun 1999 menjadi payung hukum perlindungan 

konsumen di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 

1999: 
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Pasal (1) 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

 

Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi konsumen 

ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang 

diberikan oleh Undang-Undang No.8 tahun 1999. 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah: 

Pasal 1 

setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

 

Ini berarti tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa 

yang tunduk pada Undang-Undang No.8 tahun 1999. Para rekanan, termasuk para 

agen, distributor, serta jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan 

pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai atau 

pengguna barang dan/atau jasa pun tunduk pada UUPK.
3
  

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

yang dimaksud perlindungan konsumen adalah: 

Pasal 1 

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen 
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Perlindungan konsumen ini sangat penting, karena konsumen berada dalam posisi 

yang lemah, sebagai akibat adanya kesenjangan antara konsumen dengan pelaku 

usaha, yaitu adanya kesenjangan dalam hal sumber daya, pengetahuan, serta 

informasi, sehingga perlu dilindungi hak-haknya.  

Perkembangan teknologi komunikasi maupun transportasi menyebabkan 

dibutuhkan peraturan perundangan untuk mengatur mengenai komunikasi maupun 

transportasi. Peraturan perundangan yang lahir untuk mengatur mengenai 

teknologi transportasi salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 masih memerlukan 

beberapa peraturan pelaksanaan, maka dibentuklah Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara. Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa undang-undang tersebut memerlukan peraturan menteri 

sebagai aturan pelaksana antara lain: 

1) Pasal 63 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 

Pasal 63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam 

pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

 

2) Pasal 165 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

Pasal 165 

Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal 

dunia, cacat tetap, atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

 

3) Pasal 170 yang menyatakan bahwa : 

Pasal 170 
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Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri. 

 

4) Pasal 184 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran ganti kerugian, 

persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

5) Pasal 186 ayat (2) yang menyatakan bahwa : 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara menjadikan beberapa peraturan perundangan 

sebagai dasar dalam konsideran. Peraturan perundang-undangan tersebut antara 

lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Asas-asas yang ada dalam 

beberapa peraturan perundangan tersebut, yang dinyatakan secara implisit maupun 

eksplisit, harus diterapkan juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 

Tahun 2011. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi salah satu peraturan 

perundangan yang dijadikan konsideran dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 77 Tahun 2011. Asas-asas perlindungan konsumen yang diterapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga harus diterapkan dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan sebagai asas 

hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik 

dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang 
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berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang 

terlibat di dalamnya.
4
  

Pelaksanaan asas-asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam 

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 merupakan wujud pelaksanaan pasal 27 ayat 

(2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 

1945: 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 

 

Asas-asas perlindungan konsumen juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan 

Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.” Amatlah penting pelaksanaan asas-asas perlindungan konsumen 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak secara langsung menjabarkan atau 

menjelaskan asas-asas yang dijadikan acuan atau dasar. Peraturan menteri tersebut 

tetap harus sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999, karena sudah menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 sebagai dasar dalam konsideran. Perlu diadakan kajian hukum mengenai 

penerapan asas-asas perlindungan konsumen dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut 
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Angkutan Udara, untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai asas 

perlindungan konsumen dan penerapannya dalam peraturan menteri tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sudah menerapkan asas-

asas perlindungan konsumen? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 

2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sudah 

menerapkan asas-asas perlindungan konsumen. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Subyektif 

Penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti tentang 

Program Kekhususan (PK) 1 yaitu ekonomi bisnis dan dari tulisan yang 

dihasilkan nantinya akan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat 

mengenai penerapan asas-asas perlindungan konsumen dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab 

Pengangkut Angkutan Udara. 

2. Manfaat Obyektif 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pejabat 
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yang secara langsung membuat peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan  perlindungan konsumen, apakah peraturan 

perundangan yang akan maupun telah dibentuk tersebut sudah 

menerapkan asas-asas hukum perlindungan konsumen. 

b. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan 

akademis dalam memahami dan menganalisis, kesesuaian antara 

peraturan perundangan yang satu dengan yang lain, dalam hal ini, asas-

asasnya, sebab apabila ada ketidaksesuaian atau tidak harmonis, akan 

memberi dampak yang sangat besar di berbagai bidang. 

c. Bagi Kalangan Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan 

masyarakat mengenai asas-asas perlindungan konsumen dan 

penerapannya, sehingga bisa semakin bertambah wawasan hukum,  

kesadaran hukum, serta hak-haknya. 

E. Keaslian Penulisan 

Penelitian dengan judul, “PENERAPAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN 

KONSUMEN DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB 

PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA” merupakan hasil karya peneliti 

sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan plagiasi 

maupun duplikasi dari karya peneliti lain. Adapun kekhususan dari penelitian 
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ini adalah membahas mengenai penerapan asas-asas perlindungan konsumen 

dalam peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011. 

  Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian yang pernah 

ada: 

a. Febrianto, NPM 09186 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2008: 

1) Judul: 

Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Dalam Rangka 

Mendorong Perwujudan Perlindungan Konsumen di Indonesia 

2) Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam 

rangka mendorong perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia? 

3) Tujuan Penelitian 

Mengetahui peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam 

rangka mendorong perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia. 

4) Hasil Penelitian: 

a) Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai 2007 belum optimal. 

b) Kedudukan BPKN hanya memberikan saran dan rekomendasi, 

sedangkan realisasi saran ataupun rekomendasi itu tergantung 

pihak yang bersangkutan. 

b. Aloysius Emanuel Enga, NPM 08518 dari Fakultas Hukum Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2008: 
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1) Judul: 

Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada 

Perjanjian Jasa Pengangkutan Udara. 

2) Rumusan Masalah 

Mengapa sekalipun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen telah melarang pencantuman 

klausula baku namun masih saja para pelaku usaha jasa pengangkutan 

udara melanggar ketentuan pasal ini? 

3) Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada 

perjanjian jasa pengangkutan udara. 

4) Hasil Penelitian: 

a) Tidak adanya regulasi dari pemerintah yang mewajibkan pelaku 

usaha, khususnya pelaku usaha jasa pengangkutan udara untuk 

melaporkan dan mendaftarkan semua format klausula baku yang 

dibuat. Pemerintah dalam masalah ini cenderung pasif, padahal 

perjanjian pengangkutan udara itu sendiri merupakan perjanjian 

yang mengandung dimensi publik 

b) Tidak adanya pengawasan dan penertiban terhadap praktek 

pencantuman klausula baku oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal 

ini melalui BPSK dan BPKN tidak menjalankan tugasnya secara 
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efektif. BPSK sebagai suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah 

yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku tidak melakukan tugas pengawasannya 

dengan baik dan hanya bersikap pasif yang hanya menunggu 

adanya keluhan dari konsumen baru bertindak. 

c. Maria Amelia Sinaga, NPM 08966 dari Fakultas Hukum Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2008: 

1) Judul: 

Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 

2)  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaturan hukum yang berkaitan dengan proses 

penyelesaian sengketa konsumen dalam mewujudkan prinsip 

penyelesaian sengketa yang efektif? 

3) Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan proses 

penyelesaian sengketa konsumen dalam mewujudkan prinsip 

penyelesaian sengketa yang efektif. 

4) Hasil Penelitian: 

Pengaturan Hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian 

sengketa konsumen dalam mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa 

konsumen di Indonesia kurang efektif, karena adanya 

ketidakkonsistenan antara pasal demi pasal yang terdapat dalam 

UUPK khususnya yang mengatur sengketa konsumen. 
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F. Batasan Konsep 

Pengertian Penerapan Asas-Asas Perlindungan Konsumen Dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab 

Pengangkut Angkutan Udara adalah: 

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan, 

perihal mempraktikkan.
5
 

2. Asas adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang 

oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih 

umum.
6
 Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan 

merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar 

belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di 

belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan.
7
 

3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
8
 

4. Asas-asas perlindungan konsumen adalah asas-asas dalam bidang 

hukum perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen berasaskan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum.
9
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5. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan 

udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang 

dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.
10

 

6. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat 

Udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu 

perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain 

atau beberapa bandar udara.
11

 

7. Pengangkut adalah Badan Usaha Angkutan Udara, pemegang izin 

kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan 

angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang 

Penerbangan, dan/atau badan usaha selain Badan Usaha Angkutan 

Udara yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.
12

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus atau 

berdasarkan pada penerapan norma-norma hukum positif yang berlaku 

(peraturan perundangan) sehingga penelitian ini memerlukan data 

sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. 
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Pengangkut Angkutan Udara 
12
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2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

atau bahan hukum sebagai data utama, data sekunder tersebut adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Asas-asas perlindungan konsumen dalam beberapa 

peraturan perundangan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 

Tentang Tnggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. 

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : 

Buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat-pendapat 

hukum yang diperoleh baik dari perkuliahan maupun dari 

artikel-artikel media cetak maupun media elektronik.  

c. Bahan hukum tersier adalah Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan 

metode studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan No.77 

Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. 
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4. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif yaitu 

analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya sehingga diperoleh 

gambaran mengenai masalah yang diteliti. Untuk menyimpulkan, 

digunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berfikir yang diawali 

dengan langkah penerapan hukum/ proposisi umum yang kebenarannya 

telah diketahui dan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


